SALINAN

IR

BUPATI PRIINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRING3EWU
NOMOR 45 'FAHUN 2017

TENTANG

FEDOMAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DAN LUAR NEGERI
BAGI PEJADAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbeang

Mengingat

NAN NON APARATUR S1PIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWLU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
dan terciptanya tertih pelaksanaan pengelolaan
administrasi  dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu dipandang perlu menctapkan satuan biaya,
perjalanan dinas jabatan dalam dan luar negeri bagi
pejabat Negara, pejabat Daerah/Aparatur Sipil Negara/
Non Aparatur 5ipil Negara sesual dengan kebutukan
nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan daerah;

bahwa salah satu wupaya meningkatkan efisiensi
pengelolaan keuangan diantaranya dengan menerapkan
perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutiihan nyata
(at-cost] bagl pertanggungjawaban biaya transpaort dan
penginapan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebapaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurul b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam dan Luar Negeri bagi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringgewns;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Namnr 75, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomur 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4355j;




10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indomesia Nomaor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientang
Pernimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
FPembeniukan Kabupaien Pringsewu di Provinsi Lampung
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 4932};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Feraturan Perundang-undangan
(Eembaran Negara Republik Indonesita ‘Tahun 2011
MNomor 82, Tambshan Lombaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 5944,

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Uaerah {Lembaran Negara Republik
Indoncaia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimansa
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56739);

Undang-Undang Nemor 30 Tahun 20I4 tentang
Adminisirasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahu 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tabhun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia ‘l'ahun
2000 Nomer 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028,

Peraturan Pemermntah Nemor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 940,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana relah diubah beberapa kali terakhir.
dengan Peraturan Pemeriniah Nomor 21 Tahun 2007
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nowur 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712}; C



13.

14.

15,

16.

17,

18,

19.

20.

21.

22,

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomeor 79 Tahun 2005 teniang
Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomoaor 165, Tamhahan [emhbaran
Negara Republik Indonesia Nomnor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Numur 585887,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahum 2017 tentang
Hak Keuangau dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Fambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin  Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncaia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahua 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah diuhah heherapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201!
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201t Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalaun Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
Bagi Pejabat/Pegawei dilingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Femerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Keusngar Nomor 113 Tahun 2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia T'ahun 2012 Nomeor 678]);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Ncgara Republik Indonesia Taliun 20135 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2018 tenlang Pukok-pokok Fengelolaan Keuangan
Diaerah {(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2010 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dagrah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS JABATAN DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATHR SIPIL NEGARA
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KEABUFPATEN PRINGSEWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati heserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah,

Bupati adalah Bupati Pringsewn.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pringsewn.

10.

11.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupsaten
Pringzewy,
Agistenn adalah Asisten Seliretaris Daerah Kabupatcn
Pringsewy.
Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga
tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang
ditentukan oleh Undang-Undang.

Pejabat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten yang berkedudukan sebagsi unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
OPD adalah perangkat daerah pada pcmerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Kcuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang, vang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga Negara
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi
tugas jabatan Negara lainnya, dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.



12. Non Aparatur Sipil Negara yang eelanjutnya disingkat
Non ASN adslah pegawsi tidak tetap vang diangkat
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang bersitat teknis
profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan Pemerintzh Kabupaten Pringsewu
dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak
berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara vang
difkursertakan dalam kegiatan perjalanan dinas.

13. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi
wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu.

14, Surat Perintah Tugas vang selanjuinya disingkat SPT
adalah Surat Perintah Tugas yang ditandatangi oleh
pejabat yang berwenang kepada Pejabat, Aparatur Sipil
MNegara dan Non ASN untuk melaksanakan tugas.

15 Surat Perintah Perjalanan LUinas yang selanjuinya
disingkat SPT’D adalah Surat Derintah kepada DPejabat,
Aparatur Sipil Negara dan Non ASN untuk melaksanakan
perjalanan dinas.

16. Perjalanan Dinas didalam wilayah Kabupaten Pringsewu
adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat,
ASN dan Non ASN yang dilingkungan Pemerintahan
Kabupaten Pringsewu keluar dari tempat kedudukan
baik perorangan maupun secara hersama-sama yang
dilakukan waktunyva sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
kilometer dari tempat/waltu yang dilakukan kedudukan
tugas.

17. Pejalanan Dinas diluar Wilayah Kabupaten dalam
Provinsi adalzh perjalanan dinas vang dilakukan oleh
Pegjabat, ASN dan Non ASN dilmgkungan Pemerintahan
Kabupaten Pringsewu keluar dari Kabupaten Pringsewu
dalam Provinsi Lampung baik perseorangan maupun
secara bersama, ke wilayah lainnya di dalam wilayah
Provinsi Lampung,

12 Perjalanan Dinaz Luar Daerah Luar Provingi adalah
perjalanan dinas yang dilakukan oleh DPejabat, ASN dan
Non ASN dikngkungan Pemerintahan Kabupaten
Pringsewu keluar dari Kabupaten Pringsewu dan di Luar
Provinsi lampung atau ke [bu Kota Negara vang
dilakukan perseorangan maupun Secara bersama, di
dalam Wilayah Repuhlik Indonesia,

19, Perjalanan Dinas Luar Negeni adalah perjaianan dinas
vang dilakukan oleh Pejahar/ASN  dilingluingan
Pemerintahan Kabupaten Pringsewu yang dilakukan
diluar wilayah Republik Indonesia uwntuk kepentingan
T'aerahh atas perintah Pejabat yang berwenang, yang
dananys berasal dari APBN dan atau APED.




20. Lumpsum adalah suatu jumlah nang yang telah dihitung
tcrleb_ih dahulu {precalculated amounf] dan dibayarkan

sekaligus.

21.Uang harian adalah uang vang diberikan untuk uang
makan, uang saku dan transport lokal.

22. Biaya ril/kebutuhan nvata {af cosf) adalah biava vang
dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah,

23. Tempat kedudukan adalah tempar/kota kantor/satuan
kerja berada.

24 . Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan
perjalanan dinas ke tempat tujuan.

25. Tempat tujuan adalah tempat/kota vang menjadi tujuan
perjalanan dinas.

BAB II
FERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 2

(1) Perjalanan dinas jabatan mcerupakan perjalanan dinas
dari tempat keduduksn ke tempat vang dituju dan
kembali ke tempat kedudukan semula.

(2] Perjalanan dinas sebagaimana dimakeud pada avat [1)
dilakuksan oleh Pejabat, ASN dan Non ASN yang ditunjuk
oleh Pejsbat yang berwenang.

i3) Dalam perjalanan dinas jshatan sehagaimana dimaksud
pada ayat {1) termasuk pula perjalanan vang dilakukan
dalam hal:

a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian
jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;

br. diharuskan menghadap Majelis Penguji Keschatan
Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter
penguji kesehatan yang ditunjuk vang berada diluar
tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat
keterangan lenlung keschatan guna kepentingan
jabatan:

c. untuk wmendapatkan pengobatan diluar tempat
kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguiji
Kesehatan Pegawai Negen;

d. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat
kedudukan berdasarkan surat keterangan dokler
karena mendapatkan ecidera pada waktu/karena
melaksanakan tugas;

e. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan/
sosialisasi / workshop / Bimiek / kursus-kursus dan
kegiatan secjenisnva diluar tempat kedudukan,

(4] Pegawai Tidak Tetap (PTT} vang dapat melaksanakan
Perjalanan Dinas adalah Dokter PTT dan Bidan/Perawat
PTT yang diangkat sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlalag,




I8 Non ASN yvang ditunjuk untuk melalksanalcan perpalanan
diras harus mendapat persetujuan/perintah atasannya,
dan SPT yvang ditandatangani Bupati.

BAB I1I
PERJALANAN DINAS

Pagal 3

(1] Perjalanan dinas dibagi dalam 2 [dua] jerus perjalanan
yaitu:
a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
h. perjalanan dinas luar daerah.

(2} Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimmaksud
prada ayat (I] huruf a wyaitu perjalanan dinas yang
dilakukan di dalam daerah Kabupaten Pringsewil.

(3} Pegalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (I] huref b yaitz perjalanan dinas yang
dilakukan keluar daerah vaitu:

a. kelpar daerah kabupaten dalam provinsi; dan

b. perjalanan dinas keluar daerah kabupaten luar
provinsi;

c. ke Ibukota, Ncgara Republik Indoncsia
(Jakarta).

BAB IV
PERJALANAN DINAS PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas untuk pendidikan, pelatihan kursus-
kursus, seminar dan workshop dilakukan secarn selektit
kepada penyclenggara yang memiliki komperensi dan
terakreditasi.

2) Perjalanan dinas untuk pendidikan.pelatihan kursus-
kursus, seminar dan workshop yang memakan waldtu
3 (Hga) sampai dengan 5 (lima) hari dengan membayar
kontribusi kepada penyelenggara, diberikan uang harian
mpsum selama 2 [dua) har dan diberikan tambahan
uaryg soku  seldsing mengikuti kegietan dimaksud
sehagaimana tercantum  dalsm Lampiran [ yang

metupakan bapgian yang tdak terpisahkan dari
Peraturan ini.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5
(1) Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri dari:

a. uang harian yang meliputi nang makan, vang saku
dan uang transport lokal;




(2}

{3)

(4)

(3)

(6]

(7)

biaya penginapan;

biaya transport;

uang representasi; dan

e. scwa kendaraan dalam kotla.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dibayarkan secara umpsum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 vang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang terdiri
atas:

a. uang makau;

b. uang =zaloa; dan

¢. uang transport lokal.

Biaya transportaei sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, dibayarkan sesuai biaya riil yang merupakan
biaya yang diperiukan untuk:

a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/
stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai
tempat tujuan pergi pulang;

b. pungutan di terminal bus/bandara/pelabuhan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, merupakan biaya penginapan berdasarkan tarif
rata-rata hotel dengan batasan maksimum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang mcrupakan bagian
yang ddak terpisahkan dar Peraturan ini.

Dalam  hat pelaksana perjalanan  dinas tdak
menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya
pcnginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari taxil
hotel/penginapan di kota rempat tujuan;

b. biaya penginapan sebagaimana dimsksud pada
huruf a dibayarkan secara tumpsum;

c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada
hurul a hurus melampirkan bkt pendukung berupa
Surat Pernyataan yang melakukan perjalanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II vang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturzn ini.

RO

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf 4, dapat diberikan kepads Bupati dan Wakil
Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DI'RD dan Esselon II
pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan hanysa
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang
melekat pada jabatan dan dibayarkan secara humpsum
pethari dan merupakan batas terlingei »ebagaimans
tercantum dalam Tampiran [ yang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Sewa kendaraan dalam kota sehagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf e, dibayvarkan sesuai dengan hiava
riill. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk
Bupati/Wakil, Pejabat Pimpinan Madya dan Pejabat yang
diberikan kedudulkan atau hak keuangan dan setinghat
Pejabat Pimpinan Madya.




(8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

{3)

(4)

ayat [1), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dengan pengaturan sebmgsi
berikut:

a. uang harian dalam daerah, uang harian huar daerah
dalam Provinsi dan luar daerah luar Prowmsi,
s¢bagaimana tercantum dalam Lampiran [ yanp
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar
Peraturan ini;

b. fasilitas transportasi, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian yang tdak
terpisahkan dari Peraturan ini;

c. fasilitas penginapan yang diberikan sesuai dengan
yang tcrcantum dalam Lampiran I yang merupakan
hagian yang tidak terpigahlcan dari Peraturan ini;

d. uang representasi dibayarkan secara Rimpsum
perhari dan merupakan bhatas tertinggi sebagaitnana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
yang tdak terpisahkan dari Peraturan ini; dan

e. scwa kendaraan dalam kota dibayarksan sesuai
dengan biaya riil.

Pasal &

Biaya tranaport menggunakan pesawal udara bagi
Pejabat, Ketus/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRED dan
Aparatur Sipil Negara Daerah golongan 111 keatas.

Penggunaan pesawat wudara dapat diberikan bagi
Aparatur Sipil Negara Daerah golongan II, golongan I dan
Non ASN harus seijin Bupati Pringsewu,

Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan kendaraan
dinags maka biaya transport yang dibuktikan
dengan bukti pembelian BBM termasuk biaya
lainnya yang dipuogutl di terminal bus [ stasiun [
bandara/pelabnhan/jalan tol sesuai dengan ketentuan
vang berlaku.

Bagi Pejsbat Daerah dan ASND yang tidak menggunakan
fasilitas transportasi karena ikuat dalam kendaraan
Pejabat Daerah ASND atau ASND lainnya vang juga
melakukan perjalanan dinas yang sama maka agar
melampirkan sural perjalanan dinas vang sama.

Pasal 7

Dalam menerbitkan SPPD agar memperhatikan ketersediaan
dana yang diperlukan untulk melaksanakan perjalanan
tersebut dalam anggaran berkenaan.

Pasal §

Pejahat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan
Non ASN dilarang menerima biaya perialanan dinas jabatan
rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang
dilakukan dalam waktu yang sama.




Pasal 9

Uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan:

a.

b.

.

menurut  banyvak hari  yang digunakan untuk
melaksanakan perjalanan dinas:

sclama 2 {dual han untuk transit menunggu pengangkut
lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkut lam;

selama 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke/datang, dari
luar negeri;

Pasal 10

Dalam hal perjalanan dinas dalam jabatan haros segera
dilaksanakan, sementara biayas perjalanan dinas belum
dapat dibayarkan, maka biaya perjalenan dinas dapat
dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

(1)

(2

(3]

{4)

(5h

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Persetujuan

Panal 11

Penerbitan SFT dan SPPD bagi Pejabat, ASN dan Non
ASN untuk melaksanakan pegalanan dinas setelah
mendapat persetujuan dari pejabat yang herwenang,

Usulan pelaksanaan perjalanan dinas disjukan dengan
mencantumkan rencana tanggal keberangkatan dan
tanggal kembati.

Sekretaris Daerah, apabila melaksanakan perjalanan
dinas terlebih dahuly harus mendapat persetujuan dari
Bupati/Waldl Bupati.

Asisten Sckretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Pejabat
Eselon I, Pajabat Eselon I, Pejabat Eselon IV dan ASKN
Non  Struktural dilingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pringsewu, apabila melaksanakan perjalanan
dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujusn dari
Bupati/Wakil Bupati{ Sckoretaris Dacral.

Kepala OPD)/Kepala Unit Kerja lainnya, Pejabat Eselon 11,
Pejabat Eselon 111, Pejabat Ezelon IV, ASN Non Struktural
dan Non ASN pada Pemerintah Daerah, apabila
melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu
mendapat  persetujuan darn  Bupati/Wakil Bupati/
Selretaris Daerah,

Bagian Kedua
~ Surat Perintah Tugas

Pasal 12

Pejabat vang berwenang menandatangani SPT  untuk
FPerjalanan Dinas Luar Daerah:



a. SPT Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh
Bupati, SPT Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan
SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, untuk penomoran
SPT dilaksanakan pada Bagian Umnoum Sekretariat
Daerah:

b. SPT Ketua, Wakil Ketua dasn Anggota DPRD,
ditandatangani oleh Ketua DPRD, SPT Wakil Ketua dan
Anggota DPRD jika Ketua DPRD berhalangan, SPT
ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, untuk
Penomoran SPT dilaksanakan pada Bagion Umum
Sekretaniat DFRD;

¢. SPT Sekretaris Daerah, dan Nom ASN ditandatangani
oleh Bupati/Wakil Bupati, untuk penomoran SPT
dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;

d. SPT Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Bupati
ditandatangani oleh DBupati/Waldl Bupali/Sekretaris
Daerah untuk penomoran SPT dilakeanakan pada
Bagian Umum Sekretariat Dasrah:

e. SPT Kepala OPD dan Pejabat Eselon Ml ditandatangani
Bupati/Wakil  Bupati/Sekretaris Daerah, untuk
penomoran  3PT  dilaksanakan pada Bagian Umum
Sekretariat Daesrah:

f. SFT Pejabat Eselon [V dan ASN Non Struktural
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewn
ditandatangani oleh Kepala OPD atau oleh masing
masing Asisten yang membidangi, untuk penomoran SPT
dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

g OSPF Camat dan ASN WNon Struktural dilingkungan
Kecamatan, ditsndatangani oleh Sekretaris Daerah.

h, SPT Lurah dan staf kelurahan ASN dilingkungan
kelurahan, ditandatangani oleh Camat.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT  untuk
Perialanan Dinas Dalam Daerah:

a. SPT wuntuk tugas pemeriksasan/pengawasan yang
dilakukan oleh Inspektur Kabupaten ditandatangani oleh
Bupati/Walil Bupati/Sekretaris Daerah;

b. BPT' tugas Pemeriksaan/Pengawasan yang dilakukan

oleh Inspekiorat Kabupaten untuk Pejabat Eselon il
Faelon IV, Pejabat Fungsional dan ASN, ditandatengani
oleh Inspektur Atas Nama Bupati Pringsewu, untuk
penomoran SPT dilaksanakan oleh Sekretariat OPD yang

bersangkutan;

¢. Kepala OPD/dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Pringsewu, menandatangani SPT, Pcjabat Eselen HI, 1V,
ASN Non Struktural dan Non ASK dilingkungan masing.-
masing, jika Kepala OPD  berhalangan SPT
ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk untuk
penomoran SPT dilaksanakais vleh Sekretariat OPD yang
bersangkutan;



d.

(2)

SPT Kepala UPT dan ASN Struktural dilingkungan UPT,
ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala QPD,
SPT ASN Non Strukiural dilingkungan UPT apahila
Kepala UPT berhalangan SPT ditandatangani oleh Kepala
Sub Bagian Tata Usaha, untuk penomoran SPT
dilaksanakan oleh Sekretariat OPD induk YADE
bersangkutan.

Bagian Ketiga
Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pawxal 14

Pada SPPD dicatat;

a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan
ditandatangani/legalisasi  oleh pejabat  vang
berwenang;

b. tenggal tiba dan berangkat difdari tempat yang
dikunjungi, ditandatangani/legalisasi aleh pejabat
yang berwenang vang dikunjungi; dan

c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan
ditandatangani/legalisasi pejabat yang berwenang,

Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah:

a. SPPD Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh
Bupati, SPPD Wakil Bupati apabila Bupati
berhalangan SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati,
untuk penomoran SPPD dilaksanakan pada Dagian
Umum Sekretariat Daerah;

b. SPPD Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, jika Sekretaris
DPRD berhalangan SPPD ditandatangani Pejabat
yang ditunjuk, untuk penomoran SPPD dilaksanakan
pada Bagian Umum Sekretariat DFRD;

c. SPPD Sekretaris Daerah  ditandatangani  oleh
Bupati/Walkil Bupati, jika berhalangan SPPD
ditandatanganioelh Sekretaris Daerah atas nama
ditunjuk, untuk penomoran SPPD dilaksanakan pada
Ragian Umum Sekreatriat Daesrah;

d. SPPD Agisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahl,
ditandatngani oleh Sekretaris Daerah atas nama, jika
Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani
oleh Pejabat yang ditunjuk, untuk penomoran SPPL
dilaksanaken pada Bagian Umum Sekretariat
Daerah;

e. SPPD Kepala OPD ditandatangani oleh Kepala OFPT
atas narna Sekretaris Daerah, untuk penomoran
SFPd  dilaksanakan oleh Sekreatriat SKPD yang
bersanghkutan;

f. Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu menandatangani SPPDY ASN Eselon III,
Egelon IV, ASN Non Struktural dan Non ASN
dilingkungan masing-masing, jika Kepala OPD
berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang
ditunjuk, untuk penomoran SPPD dileksanekan daleh
Sub Bagian Umum OPD vag bersangkutan:



(1)

(2)

{3)

(4}

£. SPPD Pejabat Eselon 111, Pejabat Eselon IV, ASN Non
Struktural dan Non ASN dilingkungan Sekretariat
Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah jika
Sckreatris Dacrah berhalangan SPPD dilandalangani
oleh Pejabat yang ditumjuk, khusus untuk Legiatan
yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran
(DPA| pada Sekretariat Daerah;

SPPD ditandatangani oleh masing-masing Asisten
yang membidangi dan diatur lebih lanjut dengan
gurat Keputusan, wuntuk  periomoran  SPPD
dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah:

h. 5PPD Camat dan ASN Non Struktural dilingluangan
Kecamatan, ditandatangani oleh Camat atas nama
Sekreatris Daerah, SPFPD ASN Nont  Strukturan
dilingkungan Kecamatan apabila Camat berhalangan
SPPD ditandatangani oaleh Sekretaris Camat, untulk
penomoran SPPD dilaksanakan oleh Sekretariat OPD
vang bersangkutan;

i. SPPD Lurah dan Staf Kelurahan ASN dilinglungan
Kelurahan, dilarmdatangani oleh Lurah atas nama
Camat, SFPD sataf Kelurahan ASN dilingkungan
Kelurahan apabila Lurah berhalangan SPPD
ditandatangani oleh Sekreatris Lurah, untuk
penomeoran SPPD dilaksanakan Oleh Sekretariat OPD
yvang berzanglkutan;

}- SPPD Kepals UPT dan ASN Non Struktural

dilingkungan UPT, ditandatangani oleh Kepala UPT
atas nama Kepala OPD, SPPD ASN Non Struktural
dilingkungan UP apabila Kepala UPT berhalangan
SPPD ditandatangarni oleh Kepala Sub Dagian Tata
Usaha, untuk penomoran SPPD dilaksanakan aleh
Sekreatriat OPD induk yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Perjalanan

Pasal 15

Jumleh hari perjalanan Dinas disesuaikan dengan
kebhutuhan nil.

Jumlah hari perjalananan dinas dalam 1 [satu) bulan
paling banyak 12 {(dua belag) hari/orang dan dalam satu
kali perjalanan maksimal 4 (empat) hari.

Perjalanan Dinas yeng mclcbihi 12 [{dua belas] hari,
harus mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil
Bupati/Sekretaris Daerah.

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan termyata
melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan
3PPD, maka Pejabat, ASN dan Non ASN vang
melaksanakan perjalanan dinas dapat mengajukan
tambahan biaya Perjalanan Dinas kepada pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3] diatas.
Sepanjang tambahan tersebut bukan disebabkan
kesalahan /kelalaian Pejabat, ASN dan Non ASN.




{5} Peclaksana Perjalanan Dinas  yang dilakukan
berkelanjutan tidak diperkenakan kembali ketempat
asal.

[6) Pejabat structural dan fungsional pada Inspektorat
Kabupaten yang ditupgaskan melakukan pemeriksaan,
jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan
program pemeriksaan.

Bagian Kelima
Bantuan Perjalanan Dinas

Fagal 16

Bantuan Perjalanan Dinss yang meliputi uang harian,
penginapan dan transport pergi-pulang dapat diberikan
kepada:

a. CASND vang ikut dalam perjalanan dinas; dan

b. selain ASN.

Fasal 17

[1) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk CASND
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
diberikan berupa biaya transportasi {(FP), penginsapan
gesual kebutuhan riil dan uang harian diberikan 80%
(delapan puluh persen) dari standar uang harian
berdasarkan golongan sehbagaimana tercantum dalam
Lampitan yang merupakan bagian vyang tdak
terpizahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Biaya bantuan perjalanan dinas untuk selasin ASND
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
diberikan biaya transportasi dan penginapan sesuai
kebutiuhan riill dan uang harian maksimal 80% (delapan
puluh persen} darn standar uang hartan perjalanan dinas
untuk ASN Golongan TI dan Goulungan 1.

(3) Dalam hal tidak menggunakan fasilitas penginapan
meaka kepada CASND dan selain ASND diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif
hotel/penginapan vang bertaku pada tempat tujuan dan
dibayarkan secarz lumpsum.

Bagian Keenam
Pertanggungjiawahbhan

Pasgl 18

Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Pcgawai Tidak Tetap
dan selain Pejabat NegarafAparatur Sipil Negara/Non
Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas
wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.




Pasal 19

(£) Pertanggungiawaban Diaya perjalanan dinas Pejabat,
ASN dan Non ASN meliputi SPT, SPPD, Perincian Biaya
Perjalanan Dinas, Kwitansi Pembayaran dan Laporan
Penalanan Dinas.

[2) Dokumen pertangpungjawaban bhiaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti
pengeluaran riill untuk biaya transport dan biaya

penginapar,.

(3} Perkiraan besamya jumlah perjalanan dinas yang
dituangkan dalam rincian biaya perjalansn dinas
sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat dalam format
sebagaimara  tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dar
Peraturan Bupati ini.

[4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan
dalam batas pagu anggaran vang tersedia dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi
perangkat daerah (OPD) berkenaan.

{3) Khusus perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan
transportasi udara harus melampirkan tiket pesawat dan
boarding pass sebagai pertanggungjawaban Dbiaya
trensport, dan yang mempergunakan transportasi darat
menggunakan semua bukti riil pengeluaran.

(6] Pejahat, ASN dan Non ASN yang melaksanakan
perjalanan dinas wajib menyampaikan SPPD yang telah
legalisasi selambat-larnbatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
tanggal tba kembali ditempat kedudukan dengan
melampirkan laporan hasil perjalanan dinas.

[7) Pejabat, ASN dan Non ASN sebelum
mempertangeungjawabkan  pegalanan dinas  dan
menyelesaikan laporan perjalanan dintas maka ASN vang
bersangkutan tidek dapat diberikan perjalanan dinas
berikutnva.

|8} Pejabat, ASN dan Non ASN yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi
sesual dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan perjalanan dinas berikutnya
tidak dapat diproses.

Pasal 20

{1) Pejabat yang menerbitkan SPPD bertanggungjawab atas
ketertiban pelaksanaan Peraturan imi.

(2} Pejabat vang menerbitkan SPPD wajib membatasi
pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal vang
kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta
mengadakan penghematan dengan MIe U THETIY
freluensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.




(3} Pejabat yang menerbitkan SPPD dan Pejabat Negara/
Aparatur 3ipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara serta
selain DPejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Non
Aparatur Sipil Negara yang melaltukan perjalanan dinas
bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang
diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan,
kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam
hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

{4) Tethadap  kesalahat, |kelalaian dan  kealpaan
sebagaimana d.1makaud pada ayat (3] dapat dikemnakan
tindakan berupa:

&, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan
perudang-undangan yang berlalku;

b. sanksi administratif dan tindakan-tindskan laimya
menurut Ketentuan yang berlaku.

BAR VII
— PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 21

(1) Pejabat, ASN dilingkungan Pemerintah Kabupsaten
Pringsewn dapat melalukan perjalanan dinas ke luar
negeri,

|2) Perjalanan dinas ke luar ncgeri sebagaimana dimalsud
pada ayat (1} dalam mangka:

8. kerjasama pemeriniah daerah dengan pihak luar
negeri;

pendidikan dan pelatihan;

study bending;

seminar/lokakarya fkonferensi:

promosi potensi deerah;

kunjungan persahabatan fkebudayaan;

pertemuan internasional; dan

penandsalanganan perjanjian internasional.

i

SRR o

(3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dirmaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk
kepeutingan yang sangat tnggi dan prioritas yang
berkaitan dengan peningkatan hubungan ketjasama Juar
negeri.

{#) Pejabat, ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewt dapat melakulan perjalanan dinas ke luar
negeri.

(3} Perjalanan dinag ke lusr negeri sebagnimana dimaksud
pada ayat {1] dalam rangka;
a. kerjasamna pemerintah daerah dengan pihak luar
negeri;
b. pendidikan dan pelathan;
c. study banding;
d. seminar/lokakarva/konferansi:
¢. promosi potensi daerah;




6}

7)

{8)

9)

{1)

(2)

f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
g. pertemuan intermasional; dan
h. penandatanganan perjanjian internasional.

Perjalanan dinas luar neperi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakuken dengan sangat selektif untuk
kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar
negerni.

Perjalanan dinas keluar negeri dapal dilakukan apabila
pelaksanaan  tugas didalam negeri tidalk ada vyang
mendesak.

Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendcesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:

terjadi bencana alam;

pemilihan umum anggota DFR, DPD dan DFRD;
pemilinan presiden dan wakil presiden; dan
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala
daerah.

Ao o

Hasii perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara Lkonkrit dapat
dimanfaatkan bagi peningkatsn kinega pemerintah,
pemerintah daerah dan kepentingan daerah.

Pasal 22

Persyaratan perjalanan dinas ke lnar negeri umtuk

Pejabat fASN  dilingkungan Pemerintah  Kabupaten

Pringsewu meliputi:

a, surat permohonan Bupati kepada Gubernur; dan

h. dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar
Tnegeri.

Petjalanan dinas ke luar negeri scbhagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1] dilaksanakan setelah mendapat
1zin perjalanan dinas dari pemerintah.

Pasal 23

Surat permohonan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) memuat:

e an o

nama dan jabatan;

nomor indul pegawai bagi Aparatur Sipil Negara;
tujuan kegiatan;

manfaat;

kota /negara yang ditiju;

agenda;

wakiu pelaksanaan; dan

sumber pembiayaan.




1)

(3)

{1)

{2)

Fasal 24

Pejabat/ASN yang melakukan perjalsnan dinae ke luar
negeri secbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1]
harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dmas
ke luar negeri.

Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negern
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas:

kerangka acuan kerja; dan
aurat undangan.

H. surat izin pemerintah,

b. paspor dinas (sensice passport);
¢. exit permit;

d. wvisa;

e.

f.

Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {Z), diperilukan dokumen lainnva dalam hal
kegiatan: :

a. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat {2) huruf a, ditambah dengan dokumnen naskah
kerja samae, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja
sama dan suretr konfirmasi Perwakilan Republik
Indonesia di negara tujuan;

b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2} huruf b, ditambah dengan
dokumen surat keterangan beasiswa,;

¢c. promosi potensi daerah sebagaimana — dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2] huruf e, ditambah dengan
dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik
Intdonesia di negara tujuan;

d. kumjungan persahabatan / kebudayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2| ayat (2} huruf f, ditambah
dengan asurat konfirmast Perwakilan Republik
Indonesia; dan

e. penandatangenan perjanjian internasional
schagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
hurut h, ditambah dengan dokumen naskah
kerjesama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka
kerfasama dan surat kanfirmasi Perwaldlan Repubiik
Indonesia di negara tujuan.

Pasal 25

Surat permmchonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Sekretaris
Jenderal Mentetl melalui Gubernur paling lambat
14 {emnpail belas) har sebelum keberangkatan kecuali
untuk  hal-hal yang sangat mendesal:, untuk
mendapatkan rekomendasi perjalanan dinas ke luar
negeri.

Rekomendasi perjalanan dinas ke luar neger
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dipunaksn sebagai
pertimbangan untuk memperoleh izin petnerintah.




Fasal 26

(1) Perjalanan dinas ke bluar negen yazng dilakukan secara
rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk
pimpinan rombongan.

[2) Perjalanan dinaa ke luer negeri secars rembongan dapat
dilakukean lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak
luar negen; dan
c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi
daerah.

Pasal 27

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinaz ke luar negeri
paling lama 7 {tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat
penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Pasal 28

(1] Pejabat/ASN vang melakukan perjalanan dinas ke luar
negeri harus melapor ke Perwakilan Republik indonesia
di luar negeri untuk mendapat pengesahan.

[2} Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar
negeri lidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia,
Pejabat/ASN vang melaksanakan perjalanan dinas luar
negeri harus mendapat pengesahan pejabat setempat
vang berwenang.

Pasal 29

Standarisasi biaya perjalanan dinas luar negeri ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dengan  berpedoman  pada
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 30

Tata cara pclaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri

sebagai benkazt:

a. SPT diproses melalui Bagian Umum setelah ada
persetujuan penugasan ke luar negeri dari Pemerintah;

b. SPT Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupat,
SPT Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan SPT
ditandatangani Wakil Bupats;

c. SPT Ketua/Wakil Ketua dan  Anggota  DPRD
ditandatangani oleh Ketua, SPT Wakil Ketua dan
Anggota DPRD apabila Ketua berhalangan SFPT
ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD; dan

d. SPT ASN ditandatangani Bupati/Wakil Bupat, jika
berhalangan SPT ditandatangarni Sckretaris Daerah atau
pejabat yang ditunjulk sesuai ketentuan yang berlaku.



Fasal 31

1) Pejabail/ASN yang melakukan pefjalanan dinas luarc
negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan
dinas ke luar negeri.

(2) Bupab melapeorkan hasil haail perjalanan dines ke luar
negeri kepada Gubermmur sebagai perwakilan Menteri
Dalam Negeri.

i3) Pejabat/ASN melaporkan hasil-hasil perjalanan dinasz ke
luar negeri kepada Bupati.

{4} Laporan hasil perjalanan dinas ke Iuar neger
sebapaimana dimaksud pada ayat {1) dissmpaikan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan
petjalanan dinas.

|9} Pejabat/ASN dapat melaksanakan perjalanan dinas ke
luar negeri.

(6) berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban
pelaporan.

Pasal 32

Laporan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 31 dijadikan
aebagai bahan pembinaan bagl Gubernur.

Pasal 33

Pejabat/ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar
negeri diknordinasikan oleh organisasi perangkat daerah
teknis terkait.

BAB VIII
BELANJA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 34

Perjalanan dinas bagi Fimpinan dan Anpgeota DPRD adalah
belanja perjalanan bag Pimpinan dan Anggota DPRD dalam
rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga
perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah, luar daerah
maupun ke luar negeri yang besarmmya disesuaikan dengan
standar hiaya perjalanan dinas.

Fasal 35

Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 terdini dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.




Pasgl 36

Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang melakukan
perjalanan dinas ke luar negeri berlaku  ketentuan
sehagaimana dimaksud dalam Pasaal 31 sampai dengan Pasal
33 Peraturan ini,

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi FPejabat,
Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan FPemerintah Kabupaten Pringsewu {Berita
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 27
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38
Peraturan Bupati ini mulai berlaka: sejak diundangkan.
Agar getiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanmnya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pritigsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Movenber 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJALE

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Tovember 2017
EEKRETARIS® DAERAH XABUPATEN PRINGSEWL,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 4%

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




LAMPIEAN [ : PERATURAN BUPATE PRINGSIOWLS
MOMOR ; 45
TAHUN  eort

a. Uang Hanan Terjalanan Dinas (Uang Saku, UFang Makan dan Transport

Lokal)
jdalam rupizh)
Tingkatan Go]nngﬂnﬂﬂw
Jms%ﬁlﬂm' KEPALA PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT
‘ DAERAH, | PIMPINAN |ESELON I/ [ESELON IN/[ESELON IV/| 401 s /
WAKIL DPED ANGCGOTA GOL.TV GOL,TH
D amge s
Peralanan
Dinas Dalam 225.000 225.000 200.000 150.000 130.000 100.000
Daerah
Kabupaten
Perjalanan
Dinas ke Luar
daecrah 130.000
Kabupaten 350,004 3500040 300,004 250.000 200.000
dalam Provinsg

b. S3atuan Biayva Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Uang Makan,
Vang Saku, Transport Lokal)

KCFALA | PIMPINAN Eg%{ﬁﬁ ;| PEJADAT | FLJADAT
NO TUJUAN DAERAH/ DPRD | naooTa | ESELON IT | ESELON IV | GOL Ii/1
WAKIL LPRD JGOLIV | [GOLIN
i Z 3 4 5 & 7 g |
SEMUA 1.500.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.000.000 [ 700.000 | 600.000
FROWVINSI ) : B ) B ) - B - )

c. Satuan Biaya Uang Harian Diklat (Uang Makan, Uang

Saku, Transport

Lokal)
[dalam rupiah)
NO PFROVINSI DIKLAT
T 3
1_|ACEH _ T 110.000 !
2 |SUMATERA UTARA 110.000 f
3 {RIAU 110.000
4 [KEPULAUAN RIAL _ 110.000
5 |JAMBL 110000 !
6 |SUMATERA BARAT 110.000
7 |SUMATERA SELATAN 110.000
8 |LAMPUNG 110.000
9 | BENGKULU 110,000
10 | BANGKA BELITUNG 120.000
11 {BANTEN 110.000
12 jJAWA BAERAT 130.000
13 | D.K1JAKARTA 160.000
14 |JAWA TENGAH 110.000




15 /D.IYOGYAKARTA L 130.000
16 | JAWA TIMUR - T 120.000
17 |BALI 140:000 ]
18 |NUSA T. BARAT 130.000
19 [NUSA T. TIMUR 130.000
20 |KALIMATAN BARAT 110.000
21 | KALIMATAN TENGAH 110.000 _
22 |KALIMATAN SELATAN 110.000
23 | KALIMATAN TIMUR 130.000
24 [KALIMATAN UTARA 130.000
25 | SULAWESI IITARA 110.000
26 | GORONTALO 110.001)
27 |SULAWESI BARAT ] 120.000
28 | BULAWESI SELATAN 130.000
29 |SULAWESI TENGAH 110.0:00
30 | SULAWESI TENGGARA 116.000
[ 31 |MATUKU 110.000
32 |MALUKU UTARA 130.000
33 |FAPUA 170.000
34 |PAPUA BARAT 140,000
d. Satuan Biaya Penginapan Pegjalanan Dinas Dalam Negeri
{dalam rupiah)
1
' PEJABAT
_ : ['ffEPﬂ'}‘_’LF PIVPINAN| ESELON II/| PEJABAT | PEIABAT
MO PROVINSE BATUAN| "L r DPRD  [ANGGOTA [ESELON HI{ESELON 1V/| GOL. LT
DPFRD GOL TV GOL. IIE
f Z E] ] g G 7 ' @
| |ACFH OH | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,300,000 | 850000 450,000 | 400,000
? |SUMATERA UTARA OH | 1,714,000 | 1,714,000 | 1,214,000 | 703,000 510,000 | 310,000 |
i |R1AU ~ OH _ | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | 868,000 | 450,000 | 380,000 |
4 {KEPULAUAN RIAU Ol | 1,900,000 | 1,502,000 | 1300000 | 650000 310,000 | z80,000
|5 ITAMBI OH | 1,700,000 | 1.700.000 | 1,200,000 | 740.000 400,000 | 200,000
6 |SUMATERA BARAT OH | 1,660,000 | 1660000 | 1,160,000 | 890,000 520,000 | 350,000
T |SUMATERA SELATAN OH | LSRR | 1L750000 | 1,250,000 | 630,000 560,000 | 340,000 |
§  |LAMPING OH | 1.200,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | 700,000 A00,000 | 360,000
y  IBENGKLLU OH 1.290,000 | 1.200,000 | 790,000 720,000 560,000 | 200,000
10 [BANGKA BELITUNG (H 1L850,000 | 1.850,000 | 1,350,000 | 850,000 400,000 | 300,000
11_|BANTEN Ol | 1,930,000 | 1935000 | 1,430000 | 800,000 630,000 | 400,000
i2 |JAWA BARAT OH | 2260000 | 2260000 | 1.760.000 | 800,000 e | 460,000
13 [DKIJAKARTA OH | 1,990,000 | 1,990,000 | 1490000 | 270,000 610,000 | 400,000
14 _|JAWA TENGAH OH | 1980,00C | 2980000 | 1,480,000 | 850,000 | 450,000 | 360,000 |
15 {7 YOGGY AXARTA O 1856000 | 1,850,600 | 1350000 | €10,000 630,000 | 460,000 :
16 {JAWA TIMLR CH | 1,37C,000 | 1,870,000 | 1,370,000 | 850,000 450,000 | 330,000
17 {BALI OH | 2310,000 | 2310000 | 1,810,000 | 990,000 910,000 | 660,000
I8 {NUSA TENGGARA BARAT | OH | 2,266,000 | 2,260,000 | 1,760,000 | 800,000 | 580,000 | 360.000
19 |NUSA TENGGARATIMUR | OH | 1550000 | 1550006 | 1.050000 | 750.000 550.000 | 300,000
20 [KALIMANTAN BARAT OH | 1,736,000 | 1,730.000 | 1,230,000 | 900,000 30,000 | 350,600
21 |KALIMANTAN TENGAH OH | 2,060,000 | 2060000 | LS60000 | 750,000 S50,000 | 350,000
22 [KALTMANTAN SELATAN OH | 2180000 | 2380000 | 1,680,000 | 250,000 540,000 | 300,000
23 | KALIMANTAN TIMUR OH | 2250000 | 2250000 | 1,750,000 | 950,000 550,000 | 450,000
23 |KALIMANTAN IUTARA OH | 2,250,000 | 2250000 | 1750000 | 620,000 400,000 | 350,000
25 |SULAWESI UTARA OH | 2260000 | 2260000 | 1,560,000 | 690,000 550000 | 370,000
26 | GORONTALD OH | 1650000 | 1650000 | 1.150.000 | S50,000 400000 | 250000 -
27 |SULAWESI BARAT OH | 1,530,000 | 1,530,000 | 100000 { R€0000 430000 | 350000
28 | SULAWESI SFLATAN OH | 2050000 | 2050000 | 1,550.000 | S10.000 SRO000 | 390,000 |
20 |SULAWESI TENGAH OH | 1800000 | | %00000 | 1300000 | 000,000 520,000 | 300,000
A0 BULAWEST TENGGARA OH | 1,600,000 | 1,600,006 | 1,100,000 | 600,000 450,000 | 420,000




OH

31 IMALUKU 1,530,000 | 1,530,000 | 1030000 | 740000 | 3580000 | 410600
12 |MALUKULTAKA OH | 2,020,000 | 2020000 | 1,520,000 ~ 600,000 { 430,000 | 380,000
13 [PAPLIA OH | 2,170,000 [ 2,170,000 | 1,670,000 . 750,000 | 460000 | 410,000
34 |PAPUA BARAT OH | 1,990,000 | 1950000 | 1490000  7500% | 00000 | 370,000

€. Batuan Biaya Transportasi dari tempat kedudukan ke terminal Bus/Stasiun/
Bandara/Pelabubian keberangkatan sampai rempat tujuan pergi pulang. [ one way |

{dalam rupizh)
Eﬂ Ibukaota HQvﬁlsi Kota /Kabupaten Tujuan h?:ksim al
1 | ACEH Kab_Aceh Barat 275.000 |
2 | Banda Aceh Kab.Aceh Barat Daya 208.000
3 | Banda Aceh Kah. Aceh Besar 183.000
4 | Danda Acch Kal. Acch Juya 238.000 |
5 | Banula Aceh Kab. Aceh Selatan 325,000
& | Banda Aceh Kab. Aceh Singkil 420.000
7 | Banda Aceh _...| Kab, Aceh Tamiang 315.000
i 8 | Banda Acch Kah. Aceh Teugal 293,000
9 | Banda Acch Kah. Aceh Tenggara 460 000
10 | Banda Aceh Kab. Aceh Timur 289.000
11 | Banda Aceh Kab. Aceh Utara 270.000
12 | Banda Aceh Kab. Bener Meriah 278.000 |
13 | Banda Aceh Kah Bireun 220000
14 | Banda Aceh Kab. Gayo Lues 370.000
15 | Bamxda Acch Kabh. MNagan Raya 275,000
16 | Banda Aceh Kab. Pidie _ 190.000
17 | Banda Aceh Kah. Pidie Jaya 205.000 |
12 | Barxla Aceh Kab. Langsa 301.000
19 | Banda Aceh Kots Lhokseumawe 240.000
20 | Barwla Aceh ¥ota Subulussalam 400,000
SUMATERA UTARA
21 | Medan Kab Asaban 259,000
22 | Medan Kab.Batubarm 225 000
23 | Medan Kab. Daijri 270.000
24 | Medan Kab. Deli Serdang 186.000
_25 | Medan Kab. Humbang Ilasundutan 300.000
27 | Medan Kab, Karo 200.000
| 28 | Medan~ ] Kab Labuhan Bty 287000
29 Kah. Labuhan Batu Selatan 360.000
30 __ | Kab. Labuhan Batu Utara  300.000
31 | Eab. Langkat 186.000
32 Kab. Mandailing 420,000
33 | Medan Kab Mandailing Matal 420.000
34 | Medan Kab. Padang Lawas 420.000
35 | Medan | Kab Padang Lawss Utara 420.000
36 | Medan Kab. Pakpak Bharat 300.000
37 | Mcdan Kab. Samuesir 330.000 |
38 | Medan Kab. Serdang Rerdagai 200.000
39 | Medan Kab. Bimahingun 264.000
43 | Medan Kab. Tapamali Selalan 328.000
41 | Medan N Kalk Tapanuli Tengah 343.000
42 | Medan #ab. Tapanuli Utara 330.000
43 Kab. Toba Samosir 300.000
44 Kota Binjai 180.000
| 45 | Medan Kota Pcrnatang Siantar 225.000
| 46 { Medan Kotg Sibolga 345.000
| 47 Kota Tanjung Balai 285.000
48 | Medun Kota Tebing Tingg 203.000




45 | Medan ~ Kota Pematang Sianiar 225,000
46 | Medan Kota Sibolga - 345.000
47 | Medan | Kota Tenjung Balai 285,000
48 | Medan Kota Tebing Tinggi 203.000
RIAU
48 | Pekanbaru Xab. Indragiri Hilir 380,000
40 | Pekanbar Kab. Indragiri Hulu 315.000
50 | Pekanbaru Kah. Kampar 200.000
51 | Pekanbaru Kab. Kuantan Singingi 300.000
52 | Pekubaru Kah. Pelalawan 225,000
53 | Pekanhatu Kab. Rokan Hilir 350.000
54 | Pekanbaru Xab. Rekan Hulu 322.000
55 | Pekanbaru | Kab.Sizk 350000
56 | Pekanbaiu Kota Dumai 400.000
KEPULAUAN RIAU
57 | Tanjung Pinang Kab.Bintan [85.000
JAMBIE
[ 58 | Jambi Kab.Batanghari  175.000
59 | Jambi Kab.Bungo 270.000
60 | Jambi Kab.Kcrinci ~ 325.000 |
61 | Jambi Kab Merangin _ 260.000
62 | Jambi Kab.Muaro Jambi 170.000
63 | Jambi Kab.Sarolangun 241.000
64 | Jambi ___| Bab.Tanjung Jabung Barat 225.000
65 | Jambi Kab.Tanjung jabung Timur 190.000
66 | Jambn Kab.Teho 250.000
67 | Jambi Kula Sungui PFenuh 308.000
SUMATERA BARAT
68 | Padang Kab.Agam ] 225.000
60 | Padang Kab. Dharmasraya 250,000
70 | Padang Kab. Lima Puluh Koia 225 000
71 | Padang Kab. Padang Pariaman 205.000
72 | Padang Kab Pasaman 250.000
73 | Padang Kab.Pasaman Barat 250.000
74 | Padang Kab.Pesisir Selatan 205.000
75 | Padang | Kab.Sijunjung 225.000
76 | Padang Kab.Solok 210.000
77 | Padang ¥ab Solok Selatan 250,000
78 | Padang Kab Tanah Datar 220.000
79 | Padang Kota Bukit Tinggi 215000
80 | Padang Kotz Padang Panjang 210.000
81 | Padang Kota Pariaman ~ 200.000
82 | Padang Kota Payakumbuh 225,000
+ 83 | Padang Rota Sawahlunto 215.000)
84 | Padang Kol Sulvk 210.000
By SUMATERA SELATAN ~
85 { Palembang | Kab. Banyuasin 203.000
_86 | Palernbang Kab.Empat Lawang 315.000
87 | Palembang Kab.Lahat 250.000
88 | Palembang Kab. Muara Enim 235.000
89 | Palembang Kab. Musi Banyuasin 235.000 |
00 | Palembang Kab. Musi Rowne 320.000
91 | Palembang Kab. Musi Rawas Utara 325.000
92 | Palembang Kab.Ogan Jlir _ 205.000
93 | Palembang Kab. Ogan Komering Ulu 248,000
04 | Polembang Kab.Ogan Komering Ulu Selatan 250,000 |
95 | Palembang _| Kab, Ogan Komering Uly Timur 2435.000




96 | Palembang Kah.Pali 265,000
94 | Palembang Kota Lubuk Linggau 200,000
O8 | Palembang Kota Pagar Alam 280.000
99 | Palembang Kota Prabumulih . 205.000
LAMPUNG .
100 | Pringsewu " | Bandarma i 250.000
101 | Pringsewu Bandar Lampung 250.000
102 | Pringsewn Kab. Lampung Barat 270.000
103 | Pringsewu Kah. Lampung Selatan N 234.000
104 | Pringsewu Kab. Lampung Tengah 246.000
105 | Pringsewm Kab. Lampung Timur 246,000
106 | Pringsewu Kab. Lampung Utara 252.000
107 | Pringsewu Kab. Mesuji 276.000
108 | Pangscwua Ral), Posawdrun Z216.000
109 | Pringsewu Kah. Pesisir Rarat 200000
110 | Pringsewu Kab. Tanggamus 240,000
11} | Pringsewu Kab. Tulang Bawang 252.000
112 | Mringsewlt Kab. Tulanyg Bawung Baral 267.000
113 | Pringsewu Kah. Way Kanan 270.000
114 | Pringsewn Kota Meirg 234000
BENGKULU . il ]
115 | Bengkulu Kabh. Bengkulu Selatan 275.000
| 116 | Bengkulu | Kab. Bengluli Tengah 185.000
117 | Bengkulu Kab. Hengkuli Utara 250.000
118 | Benglkulu Kab. Kaur 308.000
11% | Bengkulu Kab. Kepahiang 238.000
120 | Benpkulu Kab. Lebong 300.000
121 | Bengkulu Kab Mukomuko 338.000
122 | Rengloaihi ) Kab. Rejang Lebon 250.000 |
123 | Bengkulu Kab. Scluma 225.000
B BANGKA BELITUNG | -
124 | Pangkalpinang Kah. Bangka 250.000
125 | Pangkalpinang Kab. Bangka Baxat 275.000
126 | Pangkalpimang Kab. Bangka Selatan 275.000
127 | Pangkalpinang Kab, Bangka Tengah 250.000
| BANTEN B
128 | Serang Kab. Lebak 190.000
129 | Serang Kab. Pendeglang 175.000
| 130 | Serang _ Kab. Tangerang 180.000
131 | Serang Kota Cilegon 170, (O
132 | Serang Kota Tangerang 215.000
| 133 | Serang Kota Tangernng Selatan 230,000
JAWA BARAT .
134 | Bandung Kab. Bandung 183.000
135 | Bandung Kah. Randung Barat 183000
| 136 | Bandung Kab. Ciamis _ 243.000
137 | Bandung Kab. Cianjur ) 215.000
138 | Bandung Kab. Crarut } 243.000
139 | Bandung Kab. Indramavir 275 00H)
140 | Bandung Kab. Karawang - 248.000
141 { Bandung Kab. Kuningan 275.000
142 | Bandung ) EKab. Majalengka 235.000
143 | Bandung Kab. Pangandaran 283.000
144 | Bandung ' Kab. Purwakarta 218.000
145 | Bandung Kab. Subang 208.000
146 | Bandung Kab. Sukabumi 245.000
147 | Bandung Kah. Sumedang 230.000




148 | Bandung Kab. Tasikmalaya 245.000
1949 | Bardung Kota Banjar 283.000
150 | Bandung Kota Bekasi 265.000 |
| 151 | Bandung Kota Bogor 285.000
132 | Bandung Kota Cimahi 168.000
133 | Burlung Kota Cirehon 270,000
154 | Bandung Kota Depolk L 275.000
155 | Bandung Kota Sukabuni 226.000 |
JAWA TENGAH -
| 156 [ Semarang Kab. Hanjarnegam 260,000
157 | Semarang Kab. Banyumas 257.000
158 | Semarang Kab Batang 240.000
159 | Scmarang Kab. Blora 270,000
160 | Sematang _ Kab. Boyolali 240001}
161 | Semarang Kah. Brebes 263.000
162 | Semarang Kab. Cilacap 2850000
163 | Semarang Kab. Demak 230.000
164 | Semarang Kab. Grobogan 235.000
165 | Semarang Kab. .Jepara 240.000 ;
166 | Semarang Kab. Keranganyar 250.000
167 | Semarang Kab. Kebumen 260.000
168 | Semarang Eab. Kendal 230.000
169 | Semarang Kab. Klaten 250.000
170 | Semarang Ekab. Kudus 233
171 | Semarang Kabh. Magelang 210,000
172 | Semarang Kab. Pati 240.000
173 | Semarang Kab. Pekalongan 245.000
174 | 3cmarang Kabl. Ponalang 230.000
175 | Semarang Kah Purhslingga 270000
176 | Semarang Eab. Purworejo 250.000
| 177 | Semarang Kab. Rembang 250.000
178 | Bemarang Kab. Semarang 230.000
179 | Semarang Kab. Smgen 250.000
180 | Semarang Kah. Sukoharjo 250.000
151 | Semarang Kab. Tegal i 260.000
(182 | Bemarang Kab. Temanggung . 240,000
183 ¢ Semarang Kab. Wonogiri 250.000
184 | Semarang Kab. Wonosobo 250.000
185 | Semarang __ Kota Magelang 250,000
186 | Semarang Kota Pekalangan 245.000
187 | Semarang Kota Salatiga 235.000
188 | Semarang = Kota Surakarta 245.000
189 | Semarang Kots Tegal 200000 |
DL YOGYAKARTA
190 | Yogyakarta Kab. Bantul 225.000
191 | Yogyakarta Kaly Guinung, Kidul Z21¢.000
192 | Yogvakarta Kab. Kulonprogo 210000
193 | Yogyakarta ¥ab. Sleman 201.000
[ JAWA TIMUR ] — -
194 | Surabaya o Kab. Bangkalan _— 225.000
195 | Surabaya Kab. Bamyuwangi 283.000
196 | Surabaya Kab. Bondowgso 255.000
197 | SBurabaya Kab, Gresik B 225,000
198 | Surabaya Kab. Jember 261.000
199 1 Surabaya Kab. Jombang 235.000
200 | Surabaya Kab. Lamongan 225,000
201 | Surabaya __| Kab. Lumajang 261.000
| 202 | Surabaya Kab. Magetan ) 253,000




203 | Surabaya Kab. Nganjuk 245,000
204 | Surabaya | Kab. Ngawi _ 253.000
205 | Surabaya Kab. Pacitan 285.000 |
206 | Burabaya Kab. Pamckasan 243,000
207 | Surabaya Kah. Pasuruan 228.000
203 | Surabaya Kabh. Fonomgo 255.000
209 | Surabaya _ Kab. Sampang 235.000
210 | Burahaya Kab. Sidoarjo 240.000 |
211 | Surabaya _ Kab. Sitmbondo 255,000
212 | Surabaya kal. Sumenep 255.000
213 | Surabaya _.iKah Trenggalek 4. 245000
214 | Surabaya Kab. Tuban 245.000
215 | Surabaya Kah. Twlungagung 245.000
214 | Surabava Kota Batu 292,000
217 | Surabaya Kota Blitar . 255000
218 | Surabayva Kota Bojonegoro 225.000
219 | Surabaya Kota Kediri 235.000
| 220 | Surabaya Koia Madiun 245,000
221 | Surabaya Kota Malang 228000
222 | Surabaya Kota Mojokerto 225.000
223 | Surabaya Kota Probolinggo 228.000
BALI | N
| 224 | Denpasar __| Kab Badung 188.000
225 | Denpasar kab. Bangli 2225000
226 | Denpasar Kab. Buleleng 265.000
227 | Denpasar Kab. Gianyar ) 225.000
228 | Denpasar Kab. Jembrana 270.000 |
229 | Dcopasar Raly Karangasem 263.000
230 | Denpasar Kah Tahanan 225.000
NUSA TENGCGARA
BARAT ~
231 | Mataram ___iKab. Lombok Barat 200.000
232 | Mataram Kab. Lombok Tengah 210.000 |
233 | Mataram Kab, Lombok Timur 240.000
NUSA TENGGARA
TIMUR , 1
234 | Kupang kaby. Belu L 325.000
235 | Kupang Kab. Kupang " 175.000
236 | Kupang Kab. Timor Tengah Sclatan 218.000
237 | Kupang Kab. Timor Tengah Utara 275.000
KALIMANTAN BARAT B
238 | Pontianak _| Kab. Bengkayang 270.000
239 | Pontianak Kab. Kapuas Hulu 550.000
240 | Pondsmak Kab. Kayong Ttara 350.000
241 | Pontdanak Kab. Ketapang 250000
242 | Pontianak Kab. Landak 270.000
(243 | Pontanak Kab. Meiawi 430.000
244 | Pontanak Kab. Mempawnh 230.000
245 | Pontianak Kab. Sambas 3060.000
2446 | Pontanak Kah. Sanggau 303.000
247 | Ponlianak Kab. Sekadan 343.0010)
248 | Ponrianak Eab. Sintang 392.000
| 249 | Pontianak | Kota Singkawang 257.000
EKALIMANTAN TENGAH )
250 { Palangkaraya Kab Barito Selatan 290.000
251 | Palangkaraya Kab. Barito Timur 333.000




252 | Palangkarava Kabh. Barito Utara 425.000
253 | Palangkaraya | Kab. Gunung Mas 300.000
251 | Palangkarayva Kab. Kapuas 275.000
255 | Palangkarava Kab. Katingan 250000
256 | Palangkaraya Kab. Kotawaringin Barat 425.000
257 | Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur 300.000
| 258 | Palangkaraya Kab. Lamanday 525,000
259 | Palangkaraya Kab. Murung Rava 448,000
260 | Palangkaraya Kab. Pulau Pisau 250,000
261 | Palangkaraya Kab. Seruyan 328.000
262 | Palangkaraya Kah. Sukamnara 525 000
KALIMANTAN SELATAN
263 | Banjarmasin kak. Balangan 230,000
264 ; Banjarmagin Kah. Banjar 170000
265 | Banjarmagin Kahb. Barito Kuala 200.000
266 | Banjarmasin Kah. Hulu Sungsi Se¢latan 200,000
2G7 | Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Tengah 212.000 |
268 | Banjarmasin Kab. Huln Sungai Utara 218.000
262 | Banjarmasin Kab. Tabalong 234.000
270 ; Banjarmasin Kab. Tanah Bumbu 300.000
| 271 | Banjarmaain Kak. Tanah Laut 200.000
272 | Banjarmasin Kab. Tapin 139.000
273 | Banjarmasin Kota Banjarbaru . 225.000
KATITMANTAN TIMUR
274 | Samarinda Kab. Kutai Barat 1.500.0500
275 | Samarinda Kah. Kutai Kartanegara 500.000
270 | Sumarinda Kab. Kutai Timur 1.350.000
277 | Ramarinds Kab. Paser 1.650.000
278 | Samarinda Kah. Penhajam Paser Utara 650.000
279 | Samarinda Kota Balikpapan 550.000
| 280 | Samarinda Kota Bontang G00.000
{ | SULAWESI UTARA B
281 | Manadp Xah. Bolaang Mongodow 250.000
282 | Manado _. _| Kab. Belaang Mangodow Sclatan 275.000
283 | Manado Kab. Bolaang Mongmdow Timur 250.000
284 | Manado Kab. Bolaang Mongodow Utara [ 300.000
285 | Manado Kab. Minahasa 180.000
226 | Manado Kab. Minahasa Selatan 130000
287 | Manado Kah. Minahasa Tenggara | _ . 200.000 |
288 | Manado | Kab. Minahasa Utara 175.000
258% | Manado Kab. Minahasa Utam 175.000
200 | Manado Kota Kotamobagu 250.000
291 | Manado Kota Tomchon 170.000
GORONTALO |
| 292 | Gnrontalo Kab. Baalemn 413.000
293 | Gorontalo Kab. Gorontalo 190.000
204 | Gorontalo Kab. Pahuwato 675.000
SULAWESI BARAT
295 | Mamujn Kab. Majene 240.000
A9t | Mamuju Kab. Mamasa 334,000
297 | Mamuju Kab. Mamuju Tengah 200.000
203 | Mamn uju Kab., Mamuju Utara 270.000
299 | Mamuju Kab. Polewali Mandar 260.000
SULAWESI SEILATAN '
300 | Makassar Kab. Bantaeng 235.000 | .




f.

301 | Makassar Kab. Barru 210.000
302 | Makassar ___| Kab. Hone 240.000
303 | Makassar Kab. Bulukumba 240.000
304 | Makassar Kab. Enrekang 250.000
3053 | Makassar Kab. Gowa 175.000
306 | Mukassar Kab. Jeneponto 230.000
| 307 | Makassar Kab. Luwu 350.000
308 | Makassar Kab. Luwu Timur 375.000
| 309 | Makassar | Kab, Luwu Utara » 36:5.000
A10 | Makassar Kali. Manms 170.000
311 | Makassar Kah. Pinrang 230.000
312 | Makassar Kabh. Sldenreng Bappang 230.000
313 | Makassar Kab. Sinjai 235.000
314 | Makassar Kab. Seppeng 235.000
315 | Makassar Kab. Takalar - 190,000
316 | Makassar Kah, Tanatoraja 330000
317 { Makassar Kab. Toraja Utara 330.000
313 { Makassar Kab. Wajo 230,900
317 | Makassar Kota Palopo 350400
320 ; Makassar Kota Pare-Pare 225.000
SULAWESI TENGAH _ _
321 | Pala Kah. Buol 472.000
322 | Palu Kah. Lawuk 387.000
323 [ Paiu - Kahb. Morowali 380.000
324 | Paly Kab. Morowali Utarn 350.000
325 | Palu Kab. Parigi Meutong 250.000
326 | Palu Kab. Poso 280.000
327 | Palu Kl Sigi 219.000
328 | Palu Kah. Tajmma-Una 340.000 .
329 | Pahy Kab. Toli-Toli 412.000
SULAWESI TENGGARA i
330 | Kendayi Kab. Bombana 355.000
(331 | Kendari Kab. Kolaka 370.000
332 | Kendari Kab. Koleka Timur 300.000 |
333 | Kendan | kab. Kelaka Utam 425.000
334 | Kendari Kab. Konawe 300.000
335 | Kendari Kah. Konawe Seclatan 305.000
336 | Kendari Kab. Konawe Utara 306.000 |
MALUKU UTARA
| 337 | Sofifi Kab. Halmahersa Bamat §50.000
338 | Solifi Kab. Halmahera Tengah 1,000,000 |
339 | Rafifi Kab, Haimahera Timur 1.250.000
340 | Sofifi Kab. Halmahera Utara 960,000 |
PAPUA ) _
341 | Jayapum Kab. Javapura 504 000
342 | Jayapura Kab. Sarmi 2.650.000
343 | Jayapura Kab. Merauke 1.134.000
| PAPUA BARAT
344 | Manokwar Kab. Teluk Bintuni 900.000
345 | Manokwarl Kab. Manokwari Selatan 750.000]
346 | Manokwari Kab. Pegunungan Arfak 2.650.000 |
Satuan Biava Transportasi dari  Bandara/terminal hus/Stasion /Pelabuhan

kedatangan sampai ke tempat tujuan pergi pulang {one way)




No Ibukota Provinsi ’ Knta /Kahupaten Tujuan h?ﬁ sﬂimalt an
1 | Bandara Soekarno DKI Jakarta ' 250.000 |
Hatta n
2 | Bandara Halim Perdana | Jakarta Utara, Jakarta Selatan, 200.000
Kusuma Jaknrta Barat, dan Jalkara
Pusat _
3 | DKl Jakarta Kota Bekasi 284 000
4 | DKl.Jakarta | Kabupaten Bekasi 284.000 |
3 | DXl Jakarta Kabupaten Bogor 300.000
6 | DXI Jakarta Kota Bogor 300.000
7 | DK1Jakarta Kota Depok 275.000
8 | DKl Jakaria Kota Tangerang 230.000
9 DKl Jakaria Kota Tangerang Selatan 286.000
1) | DK Jakarta Kahupaten Tangerang 310000
11 | DKl Jakartia __ | Kepulauan Seribu 428.000
g. Usng Representasi
|datam rupah)
No | Pejabat Negara & Luar Daerah Luar Daerah Keterangan
Pegawai Negeri  Kabupaten dalam | Luar Provinsi
; Pruvinsi
1 Bupati/Wakll E25.000 200,000
Bupat
2 | Pimpinan DFRD/ 125.000 200000 | p A
- Anggota DPRD diberikan Per
Hari
3 Pejabat Eselon 11 72,000 156000

h. Fasilitas Transportasi dan Penginapen

1. Fasilitas Transportasi dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kabupsaten
Tingkatat Alat Angkutan/Transportasi Penginapan
Bupati/Wakil Disesuaikan dengan kenyataan

Pimpinan DERD
Disesnaikan dengan kenyataan
{Anggoia DPRD

Pejabat Eselon Il | Disesuaikan dengan kenyataan

Pejabat Eselon Disesnatkan dengan kenyataan At Cost/Riil
HI/Gol IV
Pejabat Eselon Disesuaikan dengan kenyataan
V/Gal III
Gol 1411 Discauaikan dengan kenyylaan




i

2_Fasilitas Transportasi Luar Daerah Luar Provinsi:

Alat Transportasi
Tingkaian
Pesawat Kereta AD f Bus/f Travel Kapal Laut
Bupst f Walkil Risnis Eksekuitif VIP/Kelas I-A
Pimpinan DPRD Elonomi Eksekutf Kelrea 1 B
Prjabat
Eselonll/ Anggota Ekonomi Eksekurif telas H-A
NPRTY
Pejabat Eselan - : e R
I/ Gol IV Ekonomi Bisnis Kelas 1I-B
Pﬂlilﬂgﬂﬁﬁ?[mn Ekonomi Bisiis Kelas Tl
Gol 1711 Ekonomi Bisnixg Kelas EH

Biaya Rata-Rata BBM

1. Apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah ataw luar daerah
menggnakan kendaraan dinas roda 4 (empat), dapat diberikan biaya
bahan balar minyak (BEM} per 8 (delapan) km 1 (satu) liter BBM sesuai

dengan jarak tempuh.

2. Pengguna EBM untuk perjalanan dinas dalam daerah astau luar dasrah
dibebankan pada kode rekening Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau

Perjalanan Dinas Luar Daerah,

3. Untuk bahan bakar minyak (BBM) dari Pringsewu ke tempat tujuan (PP)

ataun sebaliknya sebagaimana tercantum dalarn tabel dibawah ini:

—

NO. KABUPATEN/KOTA T'-E‘S‘;LEI{H RODA EMPAT (FP)
1. | Kabh. Tanggamus 41 km 10 liter
2. | Kah.Pesawaran 17 km 5 Liter
3. | Kota Bandar Lampung 42 km 10 liter
4. | Kab.Lampung Selatan 102 km 26 liter
3. | Kab.Lampung Tengah 102 km 26 hter
0. | Kota Metro 94 km 24 liter
7. | Kab.Lampung Timur 127 km 32 liter
8. | Kab.Lampung Utara 158 km 41} liter
9. | Kab.Tulang Bawang Barat 182 ki 4G liter
10. | Kab Tulang Bawang 162 km 40 liter
11. | Kab. Mesuji 247 km 62 liter
12. | Kab.Way Kanan 252 km 64 Lter
13 | Kab Lampunpg Barat 2283 e 56 liter
14, | Kab, Pesisir Baral 180 km 46 iter




LAMPIRAN I1 : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR '@ 47
TAHUN 207

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGIUNAKAN BIAYA PENGINAPAN HOTEL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama L e drs et e
NIP e
Jabatan ;..
SAtker e

Menyatakan «dengan sesungpuhnys, bahwa saya melaksanakan
Perjalanan  Dinas Jabatan  berdasarkan Surat Tugas Nomor
rJTO tanggal.......coeeenl . dengan tidak menggunakan fasilitas biaya

pénginapan hotel dah mempergunakan biaya penginapan sebesar 30% [tiga
puluh persen) dari tarif hotel / penginapan di tempat tujuan dengen batasan
maksimum sesuai Satuan biaya penginapan pada Peraturan Bupati Pringsewu
Nomor. ... Tahun 2017.

Demildan surat perfiyatdaan ini dibuar dengan sebenamya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak henar dan menimbulkan

kerugian Negara/Daerah, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia
menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke Kas Negara /Daerzh.

Pringsewu,................
Yang membuat Pernyataan,

Materni GO0

EUPATI PRINGSEWU,

dto
SUJADI
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